
BUPATI BUTON SELATAN 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN 

NOMOR: 2 3  TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN VIDEOTRON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan teknologi inforrnasi 
publik secara digitalisasi melalui penggunaan dan 
pemanfaatan media inforrnasi videotron, maka dalam rangka 
mewujudkan optimalisasi pengelolaan Videotron milik 

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang terencana, 
terstruktur, efektif dan efesien, dipandang perlu menyusun 
pedoman pengelolaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pengelolaan Videotron; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



-2- 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tent.ang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tent.ang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tent.ang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tent.ang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tent.ang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tent.ang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 
sebagaimana telah d.iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tent.ang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor6041); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tent.ang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tent.ang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tent.ang Pajak 
Reklame; 

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tent.ang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan 
sebagaimana telah d.iubah dua kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tent.ang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; 
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MEMU TUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

VIDEO TRON 

BAB I 

KETEN TUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan. 

4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Buton Selatan. 

5. Pengelolaan adalah suatu proses berkelanjutan dan dinamis yang 
mempersatukan/ mengharmoniskan kepentingan antara berbagai 
stakeholders dalam ha! perencanaan, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi. 

6. Perencanaan adalah suatu proses yang diorganisasi dan dilaksanakan secara 
sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang ada sesuai keputusan 
yang telah ditetapkan bersama dalam rangka pengelolaan videotron. 

7. Pemanfaatan adalah suatu memanfaatkan aset daerah berupa videotron 
untuk kepentingan masyarakat. 

8. Monitoring adalah proses kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara 
perencanaan dengan pelaksanaan pengelolaan videotron. 

9. Evaluasi adalah proses kegiatan untuk mengetahui tingkat capaian tujuan 
dan manfaat pengelolaan videotron. 

10. Reklame Videotron adalah jenis reklame yang menampilkan teks, grafis, 
gambar hidup atau yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti 
videotron yang ditampilkan/ ditayangkan pada layar monitor atau sejenisnya 

1 1 .  Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, 
susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk 
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau 
orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa 
atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar 
dari suatu tempat oleh umum. 

12 . Videotron adalah suatu bentuk promosi iklan luar ruang yang menggunakan 
tampilan elektronik dengan gambar bergerak yang bersumber dari video. 

13. Audio Video Interleaved yang selanjutnya disingkat AVI adalah format file 
untuk menampilkan video pada sistem operasi Microsoft Windows. 

14. Windows Media Video yang selanjutnya disingkat WMV adalah format file 
untuk menampilkan video pada sistem operasi Microsoft Windows. 

15. Joint Photographic Expert Group Joint yang selanjutnya disingkat JPG/JPEG 
adalah format file untuk menampilkan gambar. 
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16. Kerja sama adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak 
ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 

17. Pihak Ketiga adalah Lembaga Pemerintah, perusahaan swasta yang berbadan 
hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, 
Yayasan, pelaku usaha dan/ atau masyarakat. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Videotron milik 

Pemerintah Daerah sebagai media penayangan spot informasi publik. 

Pasal 3 

Pengaturan pengelolaan videotron bertujuan untuk : 

a. memberikan kepastian hukum; 

b. menjaga norma, keindahan dan kelestarian lingkungan; 

c. optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat; dan 

d. meningkatkan pendapatan asli daerah. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengelolaan videotron meliputi : 

a. Pengelolaan; 

b. Pemanfaatan; dan 

c. monitoring dan evaluasi. 

BAB IV 

PENGELOLAAN 

Pasal 5 

(1)  Pengelolaan Videotron milik Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Dinas 
Komunikasi dan lnformatika. 

(2) Dalam mengelola videotron, Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika 
berwenang dan bertanggung jawab atas : 

a. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan videotron; dan 

b. terselenggaranya koordinasi dan sikronisasi pengelolaan videotron. 

(3) Untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Videotron milik Pemerintah 
Daerah, dapat dibentuk Tim Pengelola Videotron Milik Pemerintah Daerah 
dengan melibatkan instansi terkait. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 



-5­ 

Pasal 6 

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengajukan perluasan 
perencanaan pembangunan media videotron milik Pemerintah Daerah, 
dengan memperhatikan nilai ekonomi, estetika, keselamatan dan strategi 
lokasi penyampaian informasi. 

(2) Perencanaan pembangunan media Videotron milik Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l),  harus berdasarkan keserasian 
bangunan dan lingkungan serta rencana tata ruang dan rencana wilayah 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat mclakukan kcrja sama dcngan 
pihak ketiga atas pengelolaan videotron milik Pemerintah Daerah. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  dituangkan dalam 
Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Videotron Milik Pemerintah Daerah 
antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Pihak yang melakukan 
Kerja Sama. 

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 
memuat: 

a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama; 

b. ruang lingkup kerja sama; 

c. jangka waktu kerja sama; 

d. besamya biaya pengelolaan 

e. hak dan kewajiban para pihak; dan 

f. penyelesaian sengketa. 

BABV 

PEMANFAATAN 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasal 8 

(1) Media informasi videotron milik Pemerintah Daerah, dimanfaatkan untuk 
penayangan spot informasi, layanan iklan dan/ atau tampilan lainnya yang 
sejenis. 

(2) Spot informasi, layanan iklan dan/ atau tampilan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari: 

a. Pemerintah Daerah; 

b. Instansi vertikal/ instansi pusat; 

c. BUMD/ BUMN 

d. Swasta; 

e. Pelaku usaha; atau 

f. Masyarakat. 



-6- 

Pasal 9 

(1) Setiap jenis spot informasi, layanan iklan dan/ atau tampilan lainnya 
sejenisnya yang akan ditayangkan melalui videotron milik Pemerintah 
Daerah, disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. 

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melakukan verifikasi standar tayang dan mengatur : 

a. pemanfaatan waktu tayang; dan 

b. durasi waktu tayang. 

Pasal 10 

(1) Pemanfaatan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, 

diatur sebagai berikut: 

a. 30% (tiga puluh persen) waktu tayang untuk Pemerintah Daerah 
dipergunakan untuk penayangan spot informasi dan reklame layanan 
publik;dan 

b. 70% (tujuh puluh persen) spot tayangan reklame dikeioia oleh pihak 

ketiga. 

(2) Durasi waktu tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, 
paling lama 5 (lima) menit dengan alokasi pemanfaatan waktu dalam 1 (satu) 
hari, diatur sebagai berikut : 

a. Waktu tayang pagi 07.00-12.00 WITA; dan 

b. Waktu tayang sore 16.00-23.00 WITA. 

(3) Durasi waktu tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melebihi 5 
(lima) menit, dengan memperhatikan jumlah dan jenis spot informasi, 
Iayanan iklan atau tampilan lain sejenisnya, yang akan ditayangkan melalui 

media videotron. 

Pasal 11 

(1) Durasi waktu tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), 
dikecualikan terhadap pengelolaan videotron milik Pemerintah Daerah yang 
dilakukan oleh pihak ketiga meialui perjanjian kerja sama. 

(2) Pengaturan jadwal dan durasi waktu tayang spot informasi, layanan iklan 
atau tampilan Iain sejenisnya melaiui media videotron milik Pemerintah 
Daerah yang dikeiola oieh pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama, 
menjadi kewenangan pihak ketiga. 

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengatur jadwal 
penayangan informasi kegiatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan Daerah. 

Bagian Kedua 
Standar Tayang 

Pasal 12 

(1 )  Setiap spot informasi layanan reklame dan/ atau tampilan lainnya yang 
ditayangkan harus memenuhi standar tayang. 
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(2) Standar tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. standar hukum yaitu isinya tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, 
Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan; 

c. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek 
keindahan; 

d. standar teknis yaitu materi tayang videotron dalam bentuk sudah siap 
tayang dengan menggunakan format film (uwmv.avi) atau image (jpg); 

e. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh 
kewajiban perpajakan; 

f. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

g. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu 
lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya. 

(3) Penayangan materi tayang videotron dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja 
sejak materi diterima. 

Bagian Ketiga 
Biaya Pemanfaatan dan Penayangan 

Pasal 13 

(1) Setiap pemanfaatan/ penggunaan videotron milik Pemerintah Daerah 
dikenakan retribusi. 

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan yang mengatur tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

(3) Dikecualikan pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
terhadap pemanfaatan/ penggunaan untuk kegiatan penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 14 

(1) Setiap penayangan spot informasi, layanan iklan dan/ atau tampilan lain 
yang sejenis dengan menggunakan media videotron milik Pemerintah 
Daerah, dikenakan pajak reklame. 

(2) Besarnya biaya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman 
pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang Pajak Reklame. 

(3) Dikecualikan pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), terhadap penayangan kegiatan Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. 

BAB VI 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 15 

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan videotron milik Pemerintah 
Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informarmatika. 
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(2) Dinas Komunikasi dan Informarmatika melakukan koordinasi dengan 
instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional 
monitoring dan evaluasi terhadap pcngelolaan videotron milik Pemerintah 
Daerah. 

(3) Monitoring dan evaluasi pengelolaan videotron sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Buton ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton 
Selatan. 

Ditetapkan di Batauga 
pada tanggal/.2 TUL1 2021 

BUPATI BUTON SELATAN, 

Diundangkan di Batauga 
pada tanggal /4 Jutr 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, 

LA SIAMBO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR: 2 

2021 
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(2) Dinas Komunikasi dan Informarmatika melakukan koordinasi dengan 
instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional 
monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan vidcotron rnilik Pcmerintah 
Daerah. 

(3) Monitoring dan evaluasi pengelolaan videotron sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Buton ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton 
Selatan. 

Ditetapkan di Batauga 
pada tanggal / Jul1 2021 

BUPATI BUTON SELATAN, 

LA ODE ARUSANI 

Diundangkan di Batauga 
pada tanggal /4 Jut] 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, 

LASIAMBO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 4 3 


